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Reformasi Sektor Keuangan Pertemuan Pelaksanaan Rapat Catatan
dan Perlindungan Investor dengan Investor Umum Pemegang Kegiatan
Pasar Modal melalui Protection Fund Saham Luar Biasa Indonesia
Pengesahan UU P2SK (IPF) negara lain (RUPS-LB) tahun 2022 SIPF
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Reforma Pada kamis 12 Januari 2023 Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor
4 Tahun 2023. Undang-undang ini merupakan ombibus law yang mengubah 17 undang-undang di
sektor Keuangan yang diantaranya telah berusia cukup lama. Hal ini dilakukan untuk mereformasi
kondisi sektor Keuangan Indonesia yang saat ini masih dangkal, belum optimal dalam peran intermediasi,

Keuangan dan

Perlindu gan dan masih rendahnya perlindungan konsumen di sektor Keuangan. Pengesahan UU P2SK merupakan
wujud upaya Pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan yang ada di sektor Keuangan
lnvestor ) asar seperti tantangan global, situasi geopolitik, potensi resesi di berbagai kawasan, dan perkembangan
teknologi yang menuntut perubahan pada sektor jasa Keuangan. Maksud disahkannya UU P2SK adalah

untuk mendorong kontribusi sektor Keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan,

]
MOdal mf!lalu‘ dan berkeadilan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan

mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Pengesahan UU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR menyepakati lima

lingkup hal yang diatur dalam UU P2SK. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor Keuangan

PZSK dengan tetap memperhatikan independensi. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan

publik. Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor Keuangan untuk kesejahteraan dan

L dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, perlindungan konsumen.
Kelima, literasi, inklusi, dan inovasi sektor Keuangan.

Penguatan kelembagaan otoritas pada UU P2SK meliputi penguatan pada Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indo-
nesia (Bl). Penguatan peran Bank Indonesia dilakukan dengan penegasan bahwa Bank Indonesia
memiliki tujuan diantaranya untuk turut menjaga stabilitas sistem Keuangan dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan cakupan pengaturan dan pengawasan OJK pada
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lembaga keuangan mikro, aset Keuangan digital
dan kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
(ITSK), penguatan fungsi edukasi dan perlindun-
gan konsumen, dan pengawasan perilaku pasar
(market conduct). Penguatan fungsi Lembaga
Penjamin Simpanan sebagai risk minimizer
industri perbankan dan pelaksana program
penjamin polis dengan melakukan penyelesa-
ian permasalahan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin
usahanya oleh OJK. Selain itu, juga dilakukan
peningkatan pengawasan dan independensi
lembaga-lembaga sektor Keuangan tersebut.

Peningkatan tata kelola dan peningkatan keper-
cayaan publik pada UU P2SK antara lain diwu-
judkan dengan mewajibkan Pelaku Usaha Sektor
Keuangan (PUSK) untuk menerapkan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik dan harus mengi-
kuti perkembangan dinamika industri dalam
rangka penerapan tata kelola yang baik. Selain
itu, PUSK juga wajib untuk menjaga keraha-
siaan dan keamanan data dan/atau informasi
konsumen untuk meningkatkan kepercayaan
publik terhadap layanan yang diberikan.

Akumulasi dana jangka panjang untuk kes-
ejahteraan dan pembiayaan pembangunan
diwujudkan antara lain dalam pengaturan
industri dana pensiun. Pengaturan industri dana
pensiun ditujukan untuk perlindungan hari tua
bagi masyarakat, khususnya bagi pekerja, dan
mempercepat akumulasi sumber dana jangka
Panjang sebagai sumber utama pembiayaan
pembangunan yang selama ini masih men-
gandalkan dari pembiayaan industri perbankan.
Hal ini difasilitasi dengan meningkatkan inklusi
masyarakat pada lembaga dana pensiun melalui
perluasan penyelenggara dana pensiun, dimana
dana pensiun dapat dibentuk oleh badan hukum
yang telah memiliki izin jusaha dari OJK sebagai:
Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan
Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,
Manajer Investasi, Manajer Investasi Syariah, atau
Lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan OJK setelah dikoordinasikan dengan

Menteri dan atas persetujuan OJK.

Terkait dengan Perlindungan konsumen, dalam
UU P2SK ditetapkan bahwa PUSK dalam menye-
lenggarakan kegiatan usahanya wajib mener-
apkan prinsip perlindungan konsumen yang
berdasarkan pada: edukasi yang memadai, ket-
erbukaan dan transparansi informasi produk dan/
atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku
bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan
aset, privasi, dan data konsumen, penanganan
pengaduan dan penyelesaian sengketa yang
efektif dan efisien, penegakan hukum, dan per-
saingan yang sehat. Penguatan pada penyelesa-
ian sengketa sektor keuangan juga menjadi salah
satu ruang lingkup yang diperkuat baik penyele-
saian di dalam pengadilan melalui sanksi pidana
maupun di luar pengadilan melalui Lembaga
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor
Keuangan (LAPS-SK).

Selanjutnya, terkait literasi, inklusi, dan inovasi
sektor jasa Keuangan. Bagian ini menjadi bagian
yang membutuhkan partisipasi menyeluruh dari
pemerintah/otoritas terkait dan Pelaku Usaha
Sektor Keuangan. Pemerintah, Bank Indonesia,
dan Otoritas Jasa Keuangan akan bersinergi
melakukan penyusunan strategi, serta peman-
tauan dan evaluasi pelaksanaan strategi literasi
Keuangan dan inklusi Keuangan yang berkelan-
jutan. PUSK juga wajib melaksanakan kegiatan
dalam rangka meningkatkan literasi Keuangan
dan inklusi Keuangan kepada konsumen dan
masyarakat. Dalam mensinergikan strategi pen-
ingkatan literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan,
Pemerintah akan membentuk Komite Nasional
yang bertugas untuk mengkoordinasikan pen-
ingkatan literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Dengan pengembangan pada area-area tersebut
diharapkan sektor Keuangan Indonesia mampu
memberikan kontribusi lebih besar pada pertum-
buhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
(sustainable) dan mampu menghadapi tantan-
gan dan perkembangan yang terjadi di sektor
keuangan.

Sementara itu, bagi Industri Pasar Modal Indone-
sia, UU P2SK menjadi tonggak baru yang mem-
perkuat dasar hukum pelaksanaan perlindungan
Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Hal ini diwu-
judkan pada beberapa pasal terkait perlindungan
pemodal yang sebelumnya belum diatur dalam
Undang-Undang Pasar Modal, antara lain:

a. Pengaturan terkait dengan Pengembalian
Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompen-
sasi Kerugian Investor yang diatur pada
pasal 100B-100D, bahwa OJK dalam men-
genakan sanksi administratif dapat disertai
dengan perintah tertulis kepada pihak yang
melakukan tindak pidana untuk mengem-
balikan keuntungan yang diperoleh dan/
atau kerugian yang dihindari secara tidak
sah. Dana yang berasal dari pengembalian
tersebut dapat digunakan untuk member-
ikan kompensasi kerugian pemodal atau
investor dan/atau untuk pengembangan
industri Pasar Modal.

b. Pengaturan terkait dengan Dana Perlind-
ungan Pemodal pada pasal 69B, bahwa
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
oleh OJK Penyelenggara Dana Perlindun-
gan Pemodal (saat ini diamanatkan kepada
Indonesia SIPF) dapat memberikan per-
lindungan dana pemodal kepada investor
yang memanfaatkan layanan penyeleng-
gara sistem elektronik yang memfasilitasi
penghimpunan dana masyarakat melalui
penawaran Efek.

Penguatan dasar hukum Dana Kompensa-
si Kerugian Investor dan Dana Perlindungan
Pemodal (DPP) dalam Undang-Undang ini
sudah lama dinantikan mengingat perlunya untuk
meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksa-
naan dan pengembangan sistem perlindungan
Pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Penulis: Wahyudi Saptano

Pertemuan
dengan Investor
Protection

Fund (IPF)
negara lain

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Association of
German Banks (BdB), BSM Market Supervision
(Brazil), CIPF & MFDA Investor Protection Corpo-
ration, Financial Services Compensation Scheme
(FSCS), Fondo de Garantia de Inversiones (FOGAIN
Spanyol), Indonesia SIPF, The Investor Compen-

sation Company DAC, Japan Investor Protection
Fund (JIPF), Securities Exchanges Guarantee Cor-
poration (SEGC), Securities and Futures Investors
Protection Center (Taiwan), dan Securities Investor
Protection Corporation (SIPC).
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Agenda pada pertemuan ini adalah membahas isu dan update informasi dari masing-masing lembaga.
Isu-isu yang dibahas antara lain terkait perkembangan kasus kehilangan aset pemodal, seperti yang
disampaikan oleh SIPC terkait perkembangan kasus Bernard L. Madoff Investment Securities yang
hingga saat ini SIPC telah memberikan ganti rugi kepada nasabah sebesar USD 40 miliar yang berasal
dari 70% klaim nasabah.

Isu yang hangat dan menjadi topik menarik yang juga dibahas pada pertemuan tersebut adalah terkait
perlindungan pada nasabah crypto. FSCS, CIPF, dan SIPC mengungkapkan bahwa hingga saat ini
masih cukup sulit untuk membuat sebuah perlindungan bagi investasi crypto. Kemudian banyak juga
yang menyampaikan perkembangan kondisi setelah pandemi Covid-19, seperti JIPF, SEGC, SFIPC,
dan SIPC. Lembaga-lembaga tersebut sepakat bahwa selain membawa dampak negatif, pandemijuga
turut merubah kebiasaan baru dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan.

Kemudian, sama halnya dengan kondisi di Indonesia, IPF dari negara-negara lain juga menyadari bahwa
pentingnya kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai sebuah mekanisme perlindungan bagi investor yang
bersifat preventif. Bahkan BSM Market Supervision menyatakan bahwa memberikan edukasi kepada
investor itu merupakan sebuah tantangan utama bagi mereka. FSCS juga cukup concern akan hal ini,
saat ini mereka sedang mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan edukasi yang optimal kepada
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investor agar dapat menumbuhkan kepercayaan Indonesia SIPF adalah terkait implementasi untuk memperluas cakupan perlindungan bagi
masyarakat untuk berinvestasi dan menghindar- mekanisme disgorgement fund di Indonesia, investor melalui penyesuaian atau perubahan
kan masyarakat dari investasi yang bersifat too penyusunan kajian oleh Indonesia SIPF terkait pada regulasi yang saat ini. Dengan perluasan
good to be true. perlindungan berbasis syariah bagi investor cakupan perlindungan ini diharapkan peran

. 2 sehingga nantinya pasar modal Indonesia bisa Indonesia SIPF di pasar modal Indonesia dapat
Tidak k‘etlnggaIaAn, dalam pertemuan tersebu'g menjadi pasar modal pertama di dunia yang semakin dirasakan dan mampu meningkatkan
Indone5|§ SIPF juga menyampa}kan berbagai memiliki mekanisme syariah dari berbagai aspek, kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di
macam isu dan rencana strategis Perusahaan lalu yang terakhir adalah upaya Indonesia SIPF pasar modal Indonesia.

di tahun 2022. Tiga poin utama pembahasan

Pelaksanaan
Rapat Umum
Pemegang
Saham Luar
Biasa (RUPS-
LB) tahun 2022

Agenda dari pelaksanaan RUPS-LB ini adalah Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(RKAT) Indonesia SIPF tahun 2023. Berdasarkan RKAT 2023 tersebut, Indonesia SIPF masih akan
melanjutkan dan atau menindaklanjuti program kerja strategis di tahun 2022. Adapun program keja
strategis Indonesia SIPF di tahun 2023 diantaranya yaitu:

1. Tindak Lanjut Usulan Perubahan Ketentuan (Peraturan OJK dan/atau Undang-Undang) terkait
Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP);

2. Tindak Lanjut Hasil Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
3. Tindak Lanjut Kesiapan Indonesia SIPF Sebagai Administrator DKKI;

4. Tindak Lanjut Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Klaim Online (e-claim); dan

5. Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim.

Selain program kerja strategis tersebut, Indonesia SIPF juga akan terus menjalankan kegiatan sosialisasi
dan edukasi secara masif kepada pelaku pasar modal maupun masyarakat luas. Hal ini dilakukan dalam
rangka meningkatkan awareness dan pemahaman akan peran dan fungsi Indonesia SIPF di Pasar
Modal Indonesia. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang akan dilakukan di tahun 2023 diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Perlindungan Investor bersama Anggota DPP;

2. Kolaborasi Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Perlindungan Investor bersama Pemangku Kepent-
ingan Lain;

. Pelaksanaan Corporate Social Sustainability (CSS);
. Hubungan Kelembagaan dengan Lembaga Perlindungan Investor negara lain;
. Pelaksanaan Investor Protection Month 2023; dan

o 0 M~ Ww

. Program Kerja rutin lainnya seperti Pemanfaatan Media Sosial, Penerbitan Bulletin dan Siaran
Pers, dan sebagainya.

Berbagai program kerja tersebut merupakan penggambaran dari tujuan Indonesia SIPF yang senantiasa
berupaya untuk terus meningkatkan layanan kepada stakeholder dan juga meningkatkan cakupan
perlindungan yang bisa diberikan kepada industri pasar modal, sehingga diharapkan dapat semakin
meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Catatan Kegiatan

. ks |G Live “Investasi Aman di Pasar KP BEI Riau 9 November 2022
Indonesia SIPF Modal Indonesia!
28 Seminar Pasar Modal “Perlindungan  PT Pacific 2000 Sekuritas 26 November 2022
Bagi Investor Pemula Pasar Modal”
38 Kuliah Umum “Be a Smart Sharia 1. KP BEI Yogyakarta 30 November 2022
Investor, Date Take a Risk To Invest 2. Gl BEIl Universitas
In The Capital Market” Muhammadiyah Purwokerto
4. Webinar “Perlindungan Investor 1. KP BEI Kalimantan Tengah 3 Desember 2022
Pasar Modal” 2. GI BEI Universitas Palangka
Raya
58 Gebyar Pasar Modal Banjarmasin 1. OK 10-11 Desember 2022
2. SRO
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Highlight Kegiatan Highlight Statistik 2022

HINGGA DESEMBER 2022

Nilai DPP
—— Rp 262.932.282.477, Growth YTD:11,49%
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